BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara Konstitusi.' Pemerintahan
Konstitusional artinya pemerintahan yang didasarkan pada suatu konstitusi atau
Undang-undang Dasar (UUD), dengan konstitusi tersebut Indonesia mengatur
mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta hak-hak dan kewajiban
negara dan masyarakatnya termasuk anak sebagai penerus bangsa. Amanat
tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan tujuan negara
ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan,
perdamaian abadi dan kemerdekaan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 281 UUD
1945 tersebut menegaskan bahwa perlindungan (protection), pemajuan
(furtherance), penegakan (enforcement), dan pemenuhan (fulfillment) Hak Asasi
Manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara termasuk pemerintah,” dengan

menjamin, mengatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

'Pasal 1 angka(3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
’Husni Lalu, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),
hal. 10



Sebagai generasi penerus bangsa, anak berhak mendapatkan perlindungan dari
negara sebagaimana telah dituangkan secara khusus ke dalam Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-
undang Perlindungan Anak dan peraturan undang-undang lainnya. Pasal 1 angka 2
Undang-undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak
merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa,
perlindungan anak diselenggarakan dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan
UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi
melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Peratifikasian Konvensi Hak Anak, meliputi:

1. Asas non diskriminasi;
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak.
Pada pelaksanaanya, pelanggaran hak anak kerap muncul dan diperkirakan

cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya masalah kritis seperti



kemiskinan,ketidakadilan, akses pornografi dan pornoaksi, dan sebagainya yang
memunculkan beberapa pelanggaran hak anak seperti isu buruh/pekerja.’

Seiring berkembangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, semakin banyak
industri-industri baru baik di sektor usaha formal atau informal yang menyediakan
peluang bagi setiap warga negara Indonesia atauasing yang membutuhkan pekerjaan
untuk mendapat penghasilan dan menunjang kehidupannya, dari golongan pekerja
laki-laki, wanita, dan anak-anak. Masing-masing golongan pekerja tersebut memiliki
perlindungan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Pekerja anak merupakan salah satu aspek yang dapat mengakibatkan terjadinya
pelanggaran hak anak dalam bidang ketenagakerjaan yang kerap terjadi di Indonesia.
Keberadaan pekerja anak yang sangat erat dengan kemiskinan, menyebabkan anak
terlibat dalam perjuangan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.” Kebanyakan
anak melakukan pekerjaan di sektor informal yaitu sektor usaha berskala kecil yang
sebagian besar tidak memiliki izin seperti penjual koran, pengamen dan sebagainya.
Namun tidak menutup kemungkinan untuk seorang anak bekerja di sektor usaha yang
memiliki izin usaha dan memiliki bentuk organisasi perusahaan yang jelas sesuai

ketentuan hukum atau disebut dengan sektor formal.’

> Davit Setyawan, “Peta  Permasalahan  Perlindungan Anak  di Indonesia”,

http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia,diakses pada 24
Oktober 2018

*Irsan Koesparno, Armansyah, Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2016), hal.
152

’Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul, diakses pada 12
Oktober 2018



Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak
bangsa terutama dari isu pekerja anak, karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi
ILO (International Labour Organization) Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum
Anak Dibolehkan Bekerja melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 dan
Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak melalui Undang-undang Nomor 1
Tahun 2000. Berdasarkan ratifikasi kedua konvensi tersebut pemerintah Indonesia
telah mengadopsi substansi tentang perlindungan anak ke dalam Undang-undang
Perlindungan Anak dan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang
berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan seorang pengusaha dilarang
mempekerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) sampai 15
(lima belas) tahun.Seorang anak dapat juga bekerja di tempat yang merupakan bagian
dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat, serta pada
pekerjaan yang mengembangkan bakat dan minatnya. Namun pengecualian tersebut
memberikan persyaratan tertentu bagi pengusaha, seperti mempekerjakan anak untuk
pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial
atau pekerjaan terburuk bagi anak. Pasal 74 ayat (2) menjelaskan pekerjaan-pekerjaan
terburuk bagi anak meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak

untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;



3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya; dan/atau

4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Undang-undang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa bagi pengusaha yang

mempekerjakan anak dikenakan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

4 (empat) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 juta (seratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 juta (empat ratus juta rupiah). Bagi pihak

yang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk, dikenakan sanksi
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, paling lama 5 (tahun) dan/atau denda
paling sedikit Rp. 200.000.000 juta (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

500.000.000 juta (lima ratus juta rupiah).

Untuk melaksanakan mandat dari Pasal 74 Undang-undang Ketenagakerjaan,
pemerintah Indonesia mengimplementasikannya dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang
Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Secara konseptual kesejahteraan anak sudah dilindungi undang-undang dan
peraturan lainnya, namun pada kenyataanya menunjukan bahwa tidak semua anak
mendapatkan haknya. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)
tahun 2017, pekerja anak menurut lapangan usaha usia 10-17 tahun bekerja sebesar

1,5 persen dari total populasi anak sebesar 84,4 juta jiwa. Mayoritas pekerja anak



bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan,sektor perdagangan dan industri
pengolahan di pabrik.°

Kejadian mengenai adanya pekerja anak terlihat pada tanggal 26 oktober 2017.
Telah ditemukan ledakan di pabrik mercon yang terdapat di wilayah Kosambi,
Tangerang milik PT. Panca Buana Cahaya Sukses, yang mengakibatkan para pekerja
pabrik tersebut mengalami luka-luka bahkan tewas.” Dalam proses penyelidikan,
polisi menemukan pelanggaran terkait perlindungan anak, dimana pabrik tersebut
mempekerjakan anak yang diantaranya Surnah (14 tahun) meninggal dunia, Wawan
(17 tahun), dan Siti Fatimah (15 tahun) luka-luka. Ketiga anak- anak tersebut
dipekerjakan pada bagian pengemasan kembang api dengan upah harian dan tanpa
adanya perjanjian.®

Kondisi-kondisi yang merugikan seperti diupah dengan murah, rentan terhadap
eksploitasi, rentan terhadap kecelakaan kerja, serta potensi untuk kehilangan akses
dan kesempatan mengembangkan diri, menimbulkan kewajiban bagi negara untuk
memberikan perlindungan kepada anak yang terpaksa bekerja, dan bahwa kepada

anak yang bekerja harus diberikan perlindungan melalui peraturan ketenagakerjaan

®Aghinia Adzkia, “Pekerja anak di bawah bayang kemiskinan dan minim pendidikan”,
https.//beritagar.id/artikel/berita/pekerja-anak-di-bawah-bayang-kemiskinan-dan-minim-pendidikan,
diakses pada 28 Oktober 2018

"Tan Permana Wahyu, “Pabrik Mercon dan Urgensi Keselamatan Kerja
Karyawan”, https://jabartoday.com, diakses pada 28 September 2018

8 Nanda Perdana Putra, “Alasan Bos Pabrik Mercon Kosambi Pekerjakan Anak di Bawah Umur”,
https://'www.liputan6.com, diakses pada 28 September 2018.



agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja sebagaimana orang dewasa
dan agar mereka terhindar dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.’
Menurut Gustav Radbruch, setiap peraturan hukum dibuat untuk memenuhi tiga
tujuan yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan,'® begitupula dengan
peraturan-peraturan yang telah diuraikan yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan dan
Keputusan Menteri Nomor 235/Men/2003 yang bertujuan untuk mewujudkan
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atas perlindungan pekerja anak.
Berdasarkan uraian latar belakang, terlihat permasalahan mengenai pekerja anak
kerap terjadi, maka perlu adanya penelitian mengenai perlindungan pekerja anak

lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap pekerja anak yang tercantum dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-
jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak ?

2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengusahakan agar perlindungan terhadap

pekerja anak berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

*hitps.//www. hukumonline.com/klinik/detail/c191 8/tentang-tenaga-kerja-anak,  diakses pada 15
Desember 2018
Satjipto Raharjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006), hal. 19



Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan

Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak agar tetap efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian
Sebagaimana telah dinyatakan oleh Selltiz,'' tujuan dari penelitian adalah untuk

menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah. Tujuan

dalam skripsi ini adalah menemukan, menelusuri, dan menganalisis mengenai:

1. Perlindungan bagi pekerja anak berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang
Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

2. Peran pemerintah dalam mengusahakan agar perlindungan terhadap pekerja anak
berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235
Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan,

Keselamatan atau Moral Anak tetap efektif.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pengemban ilmu
pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan

hukum bagi pekerja anak berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

"Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3, (Jakarta: Ul-Press, 2015), hal. 9



Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang

Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca dari
kalangan pemberi kerja yang mempekerjakan anak, serta orang tua/wali dari anak
yang bekerja atau masyarakat lainnya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja
anak berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235
Tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan,
Keselamatan atau Moral Anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
informasi bagi para profesi hukum untuk lebih menegakkan perlindungan hukum

khususnya terhadap pekerja anak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai dasar dari pembahasan selanjutnya yang
digunakan sebagai acuan dalam penelitian, kemudian diuraikan melalui latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yakni mengenai landasan teori dan landasan

konseptual. Pada landasan teori menjelaskan mengenai teori yang berkaitan, hak asasi



manusia, ketenagakerjaan pada anak, pekerja anak dan hak-haknya, pekerjaan yang
tidak pantas untuk anak, serta perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

BAB IIIl METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini, akan menguraikan hasil penelitian yang dianalisis dengan fokus
terhadap rumusan masalah penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menyampaikan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.
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